INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG

PETUNJUK OPERASTONAL ( P.0 )

DANA PEMBINAAN POLITIK DALAM NEGERI

TAHUN ANGGARAN 2000
MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,
Menimbang : 
bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan Departemen dalam rangka Pembinaan Politik Dalam Negeri tahun anggaran 2000, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

Mengingat: 
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3944);
2. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0306/KM.3-45/SKOR/2000 tanggal 8 September 2000 tentang penyediaan Dana Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Pembinaan Pemerintahan Umum tahun anggaran 2000;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 954-197 Tahun 2000 tanggal 11 September 2000 tentang penunjukan Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Dana Pembinaan Politik Dalam Negeri Tahun 2000;

MENGINSTRUKSIKAN:
Kepada:

Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, selaku Atasan Langsung Bendaharawan Dana Pembinaan Politik Dalam Negeri Tahun 2000:

Untuk:

PERTAMA:

Melakukan pembayaran-pembayaran untuk kegiatan Pimpinan Departemen dalam rangka Pembinaan Politik Dalam Negeri Tahun 2000 dengan berpedoman kepada Petunjuk Operasional (PO) sebagaimana tersebut pada lampiran lnstruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ini.

KEDUA: 
Setiap pelaksanaan pembayaran untuk keperluan Pimpinan Departemen yang telah maupun yang belum termasuk dalam uraian kegiatan yang tercantum dalam lampiran Petunjuk Operasional (PO) terlampir agar dilakukan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal dan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri baik secara khusus atau kolektif.

KETIGA : 
Kepala Biro Keuangan selaku Atasan langsung Dana Pembinaan Politik Dalam Negeri agar menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran secara periodik (bulanan) kepada Pimpinan Departemen.

KEEMPAT : 
Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 April 2000.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 September 2000.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI DAN

OTONOMI DAERAH

SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

AMUR MUCHASIM, SH, M.Si.

TEMBUSAN:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

2. Inspektur Jenderal Depdagri dan Otda;

3. Kepala Kanwil Ditjen Anggaran di Jakarta;

4. Kepala KPKN I Jakarta di Jakarta;

